A.PENDAHULUAN

Cita-cita- bangsa Indonesia dalam
upaya membentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah dituang
kan dalam suatu rangkaian kara
dalam suatu kalimat yang singkat,
namun mempunyai makna yang lu-
as dan cukup mendasar,

Kalimat tersebut tertuang dalam

1945, yang secara singkat dapat
dinyatakan bahwa :

Bangsa Indonesia dalam memben-
tuk Negara Indonesia . bertujuan
intuk melindungi seluruh bangsa
dan Tumpah Darah Indonesia, serta
berusaha untuk memajukan kese-

Falsafah dan Ideclogi Pancasila. -

Dari, pernyataan tersebut salah satu
caranya dengan dilakukan melalui

lalam jalur tersebut dapat diwujud-
<an melalui kerja dari unsur-unsor
Jukum, yang terdiri dari ;-

L. Pembuat ketentuan Hukum.

L. Kesempurnaan dari Produk Hu-
kum.

}. Penegakan Hukum.

b Masyarakat yang diatur oleh Ho-
kum tersebut.

. Piranti-piranti Penegakan Hukum.
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alinew keempat Pembukaan UUD

ahteraan umum yang berdasarkan -

alur Politik Hukum Indonesia, dan

- PENERAPAN NORMA PERDATA DALAM PELAKSANAAN
M@GAS P@LRE{ BAN MANE’AATNYA

Oleh : Drs 'i‘eguh Seedarsono,

yang bekerja secara simultan dan
saling mendukung satu sama Iam—
nya.: -
Dalam’ mengkajz masalah ini- akan
dititik beratkan pada kerja kompo-
nen Penegak Hukum, yang dalam
hal ini difokuskan pada kegja sub
komponen Penegak Hukum yang
melaksanakan tagas Kepolisian (Pol-
ri). Meneliti masalah kerja dari sub
komponen Kepolisian ini sangatlah
menarik, karena selain kita sendiri
terlibat dalam pelaksanaan tugas
Kepolisian tersebut, disamping ita
juga bahwa :

1. Permasalahan bidang tugas Kepo-
lisian merupakan sumber perma-
salahan yang tidak pernah kering
untuk diteliti, terlebih-lebih de-
ngan kemajuan dan perkembang-
an Ilmu Pengetahuan dan Tehno-
logi.

2. Pelaksanaan tugas dari aparat
komponen Penegak Hukum lain-
nya, sebenarnya sebagian besar
hanya melaksanakan dan meman-
faatkan hasil kerja dan aparat
Kepolisian.

3. Bahkan menurut beberapa Pakar
Hukum menyatakan bahwa kare-
na berancks ragamnya pelaksana-

75




an tugas aparat Kepolisian, maka
tugas Kepolisian dinyatakan se-
bagai pelaksana. tugas keranjang
‘sampah dibidang tugas Penegak-
an Hukum.

4, Dan tidak dipungkiri lagi bahwa
" masih banyak masyarakat awam
yang mengidentikan antara Hu-
kum dan Polisi, karena memang
“demikianlah kenyataannya bah-
w4 Hukum tersebut dirasakan hi-
dup oleh karena adanya kerja
“apatat Penegak Hukum Khusus-
'::nya aparat Kepolisian.

B: LATAR BELAKANG PERMA-
 SALAHAN.

Para Sarjapa IHmu Hukum me-
nyatakan bahwa untuk mempelajari

Ilsu Pengetahuan Hukum, mereka’

‘membagi Pengetahuan Hukum men-
jadi. dua golongan besar materi
Hukum, yaitu :

1. Materi Hukuin Publik/Negara,
dan
2. Materi Hukum Perdata/Sipil/Pri-

vat.

Ukuran perbedaan dari kedua mate-
ri Hukum tersebut dititik beratkan
pada “kepentingan Hukumnya”,
dirana dalam Hukum Publik dititik
beratkan pada kepentingan Negara/
Pemerintah, sedangkan dalam Hu-
kum Privat/Perdata dititik beratkan
pada kepentingan Hak dan Kewa-
jiban orang perorangan secara Indi-
vidual,

‘Tetapi menurut Mr, LJ. VAN
APELDOORN mengemukakan bah-
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lita pelaksanaannya antara kedua

. nyata. |

“ materi Hukum Publik dan mateni

wa ‘memang benar materi hukum
oleh ilmu pengetahuan hukum da-
pat dibedakan menjadi materi hu-
kum publik dan materi hukum
Privat/Perdata, namun didalam rea-

materi hukum tersebut tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya, dan
bahkan kedua materi hukum terse-
but kadangkala sulit untuk dibeda-
kan dengan . batasan—batasan yang

Dan bahkan menurut Prof, Mr.
R. KRANENBURG menyatzkan
bahwa untuk membedakan dan un-
tuk memberikan batasan terhadap

Hukum Privat/Perdata tidak dapat
hanya dilihat dari dasar kepenting-
an Hukumnya saja, karena dalam
praktek penegakan Hukum ternyata
pada pokoknya diutamakan pada
penonjolan kepentingan masyarakat |
umum daripada kepentingan orang
perorangan secara individual.

Dari latar belakang permasalahan
tersebut diatas maka pokok bahas-
an dari permasalahan ini adalah
keterkaitan antara tugas, peranan
dan kewenangan anggota Polri se-
bagai subyek Hukum Publik dan
hak azasi serta kepentingan orang
perorangan sebagai obyek Hukum
Privat/Perdata.

C.POKOX BAHASAN YANG
AKAN DIUNGKAPKAN -

Dari latar belakang permasalahan
tersebut diatas, maks pokok bahas,
an yang akan diungkapkan adalal
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waban dan pengendalian ‘pengguna-
n kewenangan Kepolisian oleh ang-
jota Polri dalam pelaksanzan tugas
lan peranannya, dengan cara mene-
‘an dan mencegah tindakan yang
lapat merugikan serta mengganggu
lak dan kepentingan masyarakat

lengan menerapkan Norma dan

anaan tugas dan kewajiban anggota
‘olri, ; ' '

egah tindakan yang merugikan ser-
2 mengganggu hak dan kepenting-
B masyarakat dan atau negara
ersebut, dalam pelaksanaan taugas
an kewenangan anggota Polri se-
‘enarnya sudah diwujudkan bebera-
2 metode pengendalian yang dapat
rerupakan katup-katup pengaman-
n, aniara lain berupa tindakdf;n
engawasan dan pengendalian

gan dikeluarkannya "KODE ETIK
OLRI”. Kode Etik Polri tersebut
terupakan sumpzh dan janji yang
mcapkan oleh setiap anggota Polri
:telah menyelesaikan pendidikan-
ya, baik pendidikan pembentukan,
engembangan atanpun kejuruan-
ya sebelum mereka melaksanakan

perasional). Sehingga setiap anggo-
1 Polri wajib memahami. mengha-
ati dan melaksanakan isi Kode
tik tersebut dengan penuh rasa

ahkan terhadap para pelanggarnya
apat dikenakan sanksi tertentu.
ecara garis besar, Xode Etik Polri
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zspa.ya pengawasan, pertanggung j a

lan atau negara secara privat, yaitu’

anksi Hukum Perdata dalam pelak--

Dalam upaya menekan dan men-

1gas dilapangan (saruan-satuan

isiplin dan tanggung jawab, dan

berisikan pernyataan :

* Anggota Polri adalah Insan Ras
tra Sewakottama) vaitu Abdi Te-
ladan daripada Negara; ‘

* Anggota Polri adalah Insan Nega-
ra Yanottama, yaitu Warga Nega-
ra Tauladan daripada Negara; dan

* Anggota Polri adalzh Insan Vana

~Anucacana Dharma, yaitu Wajib
Menjaga Ketertiban Pribadi dari-
pada Rakyat, ' -

- Sehubungan dengan ¥sde Etik
Polri yang - dijadikan sumpsh dan
janji setiap anggota Polri sebelum
melaksanakan tugas di satuan-satuan

operasionalnya  tersebut, dikemu-~

kakan oleh Prof. SOEBEKTI. SH.

bahwa suaty janji merupakan suatu
hubungan Hukum yang menimbul-
kan swatu perikatan antara pihak
yang berjanji pada pihak lain dan
atau pihak yang berjanji dengan
pihek lainnya secara bersama-sama
berkewajiban untuk melaksanakan
suatu hal tertentu,

Sehingga dalam hal ini sumpah
dan- janji anggota Polri berupa
Pengucapan Kode Etik Poli terse-
but, sudah merupakan hubiingan
Hukum yang menimbulkan perikat-
an antara pribadi-pribadi anggota
Polri yang bersangkutan dengan
Negara dan atan dengan rakyat/

masyarakatnya.

Ketentuan dan sangsi yang meng--
atur masalah perikatan tersebut di-
atur dalem Norma Hukum Privat/

‘Perdata, yang dalam KUH. Perda-

tz (Burgerlijke Wethoek) diatur da-
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lam buku ketiga. Disamping Kode
Etik Polri, perikztan dalam pelak-
sanaan tugas anggota Polri ditim-
bulkan dalam ketentuan perundang-
unidangan yang dibuat oleh para
Pembuat. Undang-undang di Lem-
baga Legislatip dan Doktrin serta
Sasanti'yang dibuat oleh para Pen-
dahulu dan Pemimpin pelaksana tu-
gas Polri.

 Dengan adanya hubungan Hu-
kum dan perikatan yang diwujud-
kan dari berbagai piranti tersebut,
maka Kode Etik Polri tersebut

scharusnya sudah dapat menjadi

kiep pengaman di dalam membatasi
gerakan dan penggunaan kewenang-

an Kepolisian yang diemban dan di-
sandang oleh setiap anggota Poiri
dalam tugas dan peranannya, se-
hingga setiap penggunaan kewe-
nangan Kepolisian yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan dan meng-
akibatkan kerugian dan gangguan
terhadap pihak lain, harus secara
konsekwen dipertanggung jawabkan
oleh pihak yang bersangkutan dan
bahkan bila nyata-nyata terbukti
bersalah wajib untuk mengganti
segala kerugian yang diderita pihak
korban dari kasus tersebut.

Dilan pihak telah dinyatakan
juga dalam Penjelasan UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945,
bahwa Negara Indonesia ialah Nega-
ra yang berdasarkan atas Fukum
(Rechtstaat), schingga setapy prike-
hidupan masyarakat Indonesia ha-
rus selalu didasarkan atas ketentuan
Hukum yang berlaku (Rule of Law),

78

‘publik Indonesia dlbﬁ:riakukan bagi-

nyai kekuatan Hukum dalam proses

- memberikan penugasan Kepolisiar

_ MPR dalam Ketetapannya Nomos

dimana hal tersebut diwujudkan
upruk melindungi kehidupan m2-
syarakat dalam negara Indonesia da-
ri gangguan terhadap kehidupan
yang damai, aman, tertib dan sejalr
tera. Schingga untuk melindungi
kehidupan negara dan masyarakat
umum dari ulah dan tindakan ke-
sewenang-wenangan - 2parat Peme-
gak  Hukum, maka khusus k;epada
sparat Polri yang merupakan juga
unsur dari Angkatan Bersenjata Re-

nya : R, _
1. Morma dan sanksl}iukum Pidana
2. Norma dan sanksi Hukum Militer
sebagzu pengganti hukum Admi-
nistrasi Negara/Hukum Tata Usa-
ha Negara,
3. Norma dan sanksi Hukum Perda-
ta.

Morma dan sanksi Hukum Perda-
ta biasanya diberlakukan kepada
anggota Polri yang telah mempu-

hukum pidananya dimana ia telah
dinyatakan bersalzh dalam pelaksa-
naan tugas dan kewenangannya,
dimana sanksi Hukum Perdata terse-
but dapat dipertanggungkan kepada
oknum anggota Polri yang bersang
kutan dan atau kepada Kesatuan,
Atasan atau Pemerintah yang telak

kepadanya.

Penerapan Norma dan sanksi Per
data dalam pelaksanaan tugas Polr -
tersebut sejalan dengan pelaksanaar
GBHN yang telah ditetapkan olel
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~Fap/il/1988; dimana-datam bab T
tentang Pola Umum Pelita ke V re-
lah disebutkan beberapa arah kebi-
jaksanaan Pembangunan Nasional,
yang antara lain dikemukakan bah-
wa :

Kepastian dan ketertiban hukum
‘yang berintikan keadilan dan kebe-
haran perlu ditingkatkan, sehingga
hukum benar-benar mampu menja-
di pengayom masyarakat, memberi
rasa aman, menciptakan lingkungan
dan iklim‘yang mendorong kegai-
rahan, kreatifitas  dan. ‘partisipasi
masyarakat dalam Pembangunan,
serta mendukung Stabilitas Nasio-
nal.

Dan bahkan dalam sub-bab iﬁénge«
nai Pembenahan Aparatur Pemerin-
tah, dinyatakan bahwa :

Kebijaksanaan dan langkah-langkah
penertiban  aparatur  Pemerintah
perlu dilanjutkan dan makin diting-
xatkan, terutama dalam ménanggu-
langi masalah korupsi, penyalahgu-
naan wewenang, kebocoran dan
semborosan kekayaan dan kewe-
angan Negara, pungutan liar serta
serbagai bentuk penyelewengan la-
nnya yang dapat menghambat pe-
aksanaan pembangunan, serta dapat
nerusak citra dan kewibawaan apa-
atur pemerintah.

ehingga untuk i perlu diting-
E;atkan secarz lebih terpadu penga-
vasan dan langkah-langkah penin-
lakannya, serta dapat dikembang-
an rasa Kesetiakawanan Sosial dan
isiplin Nasional.
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Disamping 1w dalam sub bab me-
ngenai Pembinaan Hukum dinyata-
takan bahwa : - -
Dalam rangka meningkatkan pene-
gakan Hikum perlu terus dimap-
tapkan kedudukan dan peranan Ba-
dan-Badan Penegak  Hukum sesu-
al dengan tugds dan kewenangan-
nya, serta terus ditingkatkan ke-
mampuan dan kewibawaan seérta
terus dapat dibina sikap, prilaku
dan keteladanan para Penegak Hu-
kum sebagai pengayom masyarakat
yang jujur, bersih, tegas dan adil

Dari hal tersebut di atas, maka kaji-.
an masalzh yang akan dipaparkan
mengarah pada pokok masalah me-
ngenai antara lain :

1. Peranan dan kewenangan anggo-
ta Polri dalam pelaksanaan tugas-
nya.

2. Norma Perdata yang dapat dike-

nakan kepada anggota Polri dida-
lam upaya pengendalian penggu-
naan kewenangan Kepolisian'yang.
dapat merugikan kepentingan pi-
hak lain.

3. Manfaat Penerapan Norma dan
sanksi Perdata dalam kehidupan
dan pelaksanaan tugas Polri.

4. Proses pertanggung jawab dan
pengawasan dalam pelaksanaan
sanksi Perdata terhadap petugas
Polri yang telah dinyatakan Hu-
kum bersalah.

D.DISKUSI TERHADAP PERMA-
SALAHAN

Untuk menyamakan persepsi dan

s




Rk ﬂapa‘t menjawab pokokpo jibun- Pabliknystanpa- bantean

kok permasaiahan diatas, maka da-
lam hal ini akan dikemukakan be-
berzpa pendapat dan fakta berupa
kejadian-kejadian yang dapat men-
-dukung kajian pokok permasalahan
ini.

1. Peranan dan Tugas Polri.

"Bilaf berbicara tentang “Kepolisi-
, maka hal tersebut dapat men-

cakup tiga pengertian dasar, yaitu :

* Polisi sebagai Organisasi

*.Polisi sebagai Aparat/Personil

* Polisi sebagai Tugas.

namun dari ketiga pengertian terse-

but tidak dapat dipisahkan satu

sama lainnya, walaupun dalam

praktek penyelenggaraannya di seti-

ap- negara dijumpal ketidaksamaan

satu dengan yang lainnya.

. Pelaksanaan tugas Kepolisian
oleh Mr, Van Vollenhoven secara

garis besar dijabarken sebagai ber-.

ikut :

a, Mengawasi secara pasif terhadap
pelaksanaan kewajiban-kewajiban
Publik dari para warga negaranya;

b. Melakukan tindakan penyidikan
secara aktif terhadap tidak dilak-
sanakannya kewajiban-kewajiban
Rublik dari para warga negara-
nyd;

¢. Memaksakan wargs negaranysz
dengan - bantuan Peradilan agar
kewajiban-kewajiban Publik da-
pat dilaksanakan,

d. Melakukan paksean secara wajar

‘kepadd warga negera agar mau

. melaksanakan kewajiban-kewa-
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Peradilan.
e. Mempertanggung ]awabkan sega-
la sesuatu yang telah dilakukan
dan atau sesuatu hal yang tidak
dilakukan olehnya,

Dari pernyataan tersebut diatas
dapat d;pliahkan menjadi tiga go-
iongan yaitu :

* Pernyataan yang terkandung da-
lamm-ad. a dan ad. b tersebut
diatas, merupakan tugas kewajib:
an Polisi yang bersifat Universal
sehubungan dengan pelaksanaar
fungsi kontrol sosial terhadap ke
hidupan masyarakat/warga nega
ranya.

* Pernyataan yang terkandung da
lam ad. ¢ dan ad. d tersebu
di atas, merupakan Kkewenangan
kewenangan yang disandang olel
aparat Polisi didalam pelaksana
an tugas-tugasnya.

# Sedangkan permyataan yang ter
kandung delam ad. e tersebu
diatas merupakan kewajiban pe
tanggungan jawab aparat Polis
terhadap tugas dan penggunaa
kewenangan yang disandangny:

Sedangkan menurut Prof. Dr. DJC
KO SOETONO, SH. menyataka
bahwa tugas Kepolisian secara gar
besar meliputi :

a. Tugas Pengaturan dan Pengawa,
an -

b. Tugas penegakan Hukum

¢. Tugas Pembinaan Sosial Masy
rakat
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akan bagian yang tidak terpisah-
an dari organ ABRI, maka tugas
olri mendapat tambahan tugas
erupa :

. Tugas Bantuan pertahanan
- Tugas di Bidang Sosial dan Po-
litik

edangkan Prof. Dr. SOERJONO
OEKANTO, SH. MA, dalam meli-
at tugas dan peranan. Polri dila-
ukan dengan cara menelaah keten-
an  perundang-undangan  yang
lengatur lembaga Kepolisian itu
ndiri, di mana di dalam ketentuan
erundang-undangan tersebut seca-
¢ jelas telah direntukan “status/
edudukan” serta "Role/peranan”
ari Lembaga Kepolisian tersebut
dalam tata kehidupan Negara dan
iasyarakat yang diaturnya,

- Peranan yang dikemukakan da-
im ketentuan perundang-undang-
n tersebut biasanya mencakup
Peranan yang seharusnya” (Ideal
ole) dan “Peranan yang diharus-
an” (Expected Role).

an dari peranan-peranan tersebut
timbulkan hak dan kewsjiban
g harus dipunyai oleh setiap
iggota Kepolisian dalam pelaksa-
1an tugas dan kewenangannya.

Peranan Polisi di Indonesia diru-
uskan dalam beberapa ketentuan
crundang-undangan, antara lain -

Undang-undang Nomor : 13/
tahun 1961, tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepolisian Ne-
gara,
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dalam pasal 1 ayat (2) dan "Ex-

pected Role” dijabarkan dalam

pasal 2 ayat (1), yang dari kedua-
nya dapat diperhatikan hak dan
kewajiban Polisi adalah :

1) Polisi harus menjunjung tinggi
hak-hak azasi dan Hukum ne-
gara. '

2) Polisi di dalam tugas operasio-
nalnya harus memperhatikan
peraturan-peraturan Negara,

3}Polisi dalam pelaksanaan tu-
gas khususnyz harus selalu
mendasari pada peraturan per-
undang-undangan Negara.

. Undang-Undang Nomor : 20/

tahun 1982, tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Pertahanan dan
Keamanan Negara Republik In-
donesia.

Dimana “Ideal Role” dijabarkan
dalam pasal 30 ayat (4) dan
“Expected Role” dijabarkan da-
lam pasal 39 ayar{2); dimana da-
ri- kedvanys dapat diperhatikan
hak dan kewajiban Polisi adalah:

1) Polisi adalah alar negara Pene-
gak Hukum, yang wajib meme-
lihara dan meningkatkan Ter-
tib Hukum.

2)Polisi dalam pelaksanaan tu-

gasnya bertindak selaku Penga-,

. yom masyarakar.

3) Polisi bertugas mewujudkan si-

tuasi Kamtibmas yang mantap.
4)Polisi dalam pelaksanaan tu-
gasnya harus selalu mendasar-
kan pada peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
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5)Polhst wapnb menjaga Kescla-
matan jiwa raga, harta benda
masyarakat dan lingkungan
- alam dari segala gangguan.

6) Polisi dalam pelaksanaan tu-
gasnya harus selalu dapat men-
junjung tinggi harkat dan mar-
tabat manusia, hukum, dan
peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

2. Diskresi Kepolisian dalam pelak-

samaan tugas Polri

Kata “"Diskresi” berasal dari ba-
hasa Inggris "Discretion” atau baha-
sa Jerman "Freim Ermessen” , yang
berarti kemampuan untuk memi-
lih. suatu langkah tindakan yang
sebijaksana mungkin dengan dida-
sarkan atas suatu pertimbangan ter-
tentu.

Oleh THOMAS J. AARON dalam
bukunya "The Control of Police
Discretion” mengartikan Diskresi
dalam pelaksanaan tugas Kepolisian
diartikan sebagai suatu kewenangan
‘yang diberikan oleh dan atau ’atas
kuasa undang-undang untuk mela-
kukan suatu tindakan tertentu ber-
dasarkan pertimbangan dan keya-
kinan diri, di mana tindakan ter-
sebut merupgakan suatu tindakan
yang lebih didasarkan pada tun-
tutan Nilai Moral daripada tun-
tutan Nilai Hukumnya.

Tindakan Diskresi Kepolisian se-
ring terjadi pada peran nyata (Acti-
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_urusan baik dalam pelaksanaan tu-

o Rrole)y-dari-pelalesanaan-tugas P~
lisi di lapangan, didalam scgala

gas preventif maupun pelaksanaan
tugas represifnya, dan hal tersebut
terjadi karena adanya beberapa fak-
tor masalah dalam peranannya se-
bagai aparat penegak hukum, yaitu
antara lain :

a. Bahwa ketentuan atau peraturan
perundang-undangan tidak dapat
dibuat secara lengkap dan sem:
purna, sehingga ketentuan terse
but masih bersifat universal, aki,
batnya norma tersebut kurang
mampu mengatur sernua perilaku
masyarakat dalam proses interak
sinya secara otomatis, sehingg:
dari hal tersebut menuntut pare
aparat penegak hukum termasul
juga petugas Polri harus mampf
menjadi subyek pembuat keten
tuan-ketentuan khusus, guna me
lengkapi normamorina yang me
ngatur kehidupan masyaraka
tersebut.

b. Masih banyak peraturan perun
dang-undangan yang belum mam
pu mengikuti perkembangan ke
hidupan sosial masyarakatnys
sehingga kadang kala peratura:
perundang-undangan  tersebu
masih dinilai belum mamp:
mempunyal kepastian  hukur
yang tetap. 5

¢. Dalam penerapan suatu ketentu
an perundang-undangan sering d-
jumpai adanya keterbatasan sar:
na dan fasilitas, schingga kadang
kala ketentuan hukum tersebu
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dirasakan wrasii kurang aempus
nyai kekuatan hukum yang efek-
- tif,

- Banyak ketentuan perundang-un-
~ dangan yang tidak disertai de-
. ngan ketentuan penjelasannya,
- sehingga didalam penerapan dan
penegakan hukumnya banyak
terjadi penafsivan hukum.

- Dan lebih nyata lagi bahwa ma-
sih banyak dijumpai permasalah-
an yang timbul dalam kehidupan
masyarakat belum mampu dise-
lesaikan ‘secara tuntas bila hanya
mendasarkan pada pengetrapan
suatu ketentuan Hukum perun-
dang-undangan yang berlaku saja.

 Schingga untuk melaksanakan tu-
a3 Kepolisian ‘dengan kewenangan
iskresi tersebut, petugas Polki ha-
1s mampu mengenali terlebih da-
ulu tingkat dan latar belakang
cpatuhan dari masyarakat yang di-
turnya tersebut, dimana menurut
arjana Biersted dinyatakan bahwa
da 4 (empat) dasar yang menye-
abkan Kepatuhan Masyarakat ter-
adap Hukum yang diberlakukan
aitu :

. Adanya  ajaran-ajaran
(Indoktrinasi)

. Adanya proses pergaulan terten-
tu yang dapat merupakan suatu
kebiasaan diri- (Habitation)
Adanya kecenderungan mau hi-
dup pantas dan teratur (Utility)

tertentu

kan acuan sikap (Group Identi-
- fication).
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b. Azas

.Adanya kelompok yang dijadi-

Sehinggadi-dalanm nelakeanakan s
gas dan kewenangannya tersebur,
seorang anggota Polri harus mampu
bersikap :

2. Tanggung jawab dalam pelaksa- -
naan tugas dan perannya

b. Dalam pelaksanaan tugasnya sela-
lu mendasari pada batas-batas
kewenangannya

c. Paham dan trampil dalam men--
terjemahkan serta dalam pelaksa-
naan penegakan hukum yang di-
berlakukan dalam kemdupan ma-
syarakatnya

d. Tidak pamrih atau mengharap~
kan imbalan tertentu

e. Bangga terhadap profesinya.

Dalam penggunaan Kewenangan
Kepolisian yvang sebagian besar me-
rupakan upaya paksa tersebut, me-
nurut MayJen Pol. (Purn) Drs, SOE-

-BROTO BROTODIRDJO, §$.H. Do-

sen pengajar mata kuliah "Hukum
Kepolisian” di PTIK menvatakan
bahwa penggunaan Kewenangan
Kepolisian harus selalu didasarkan
atas beberapa azas tertentu, yaitu:

a. Azas Legalitas, dimana segala tin-

dakan yang menggunakan kewe- -
nangan Kepolisian harus selalu
didasarkan pada ketentuan per-
undangan-undangan yang berlaku
Nullum delictum Nulla
poenasine prevera legepoenale,
yaitu tiada suatu perbuatan yang
dapat dihukum selain perbuatan
tersebut dilarang oleh suatu ke-
tentuan hukum tertentu yang
berlaku.
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& Azay-OpeTtunitas g Ay ke
wajiban, yang didasarkan pada:
1) Kepentingannya (Nood Zake-

lijk heid)
2) Patokan permasalahannya (Za-
kelijk heid}
3) Tujuan dan tindakan tersebut
- {Doelmatig heid).

Sehingga semua pelaksanaan tugas
Kepolisian merupakan perwujudan
dari azas kewajiban yang didasarkan
pada  kepentingan dan tujuan-
nya. N
Karena dalam pelaksanaan tugas
Kepolisian yang mengandung kewe-
nangan diskresi tersebut memerlu-
kan suatu kemampuan dalam meng-
ambil keputusan, maka anggota Pol-
ri yang kurang trampil dalam pe-
laksanaan tugasnya dilapangan akan
dimungkinkan terjadi suatu kepu-
tusan dengan keadaan negatif, yaitu:
a. bertindak, tetapi tindakannya di-
nilai tidak benar (Malaction);
b, karena takut salah maka ia ti-
dak bertindak (Mo action), atau
c. melakukan tindakan, namun tin-
dakannya tersebut dinilai berle-
bihan (Qver action).

dari kemungkinan tindakan terse-
but akan mengakibatkan terjadinya
gangguan atau kerugian kepada pi-
hak lain yang bersangkutan dan
atan kepada Kesatuan atau negara.

Sehingga untuk mencegah dan
menekan hal tersebut di atasdiper-
lukan suatu dorongan/pacuan un-
tuk meningkatkan kemampuan dan

Ketrampilan dari setiap petugas Pol-
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1 didala CpelakEnaan T usasnye,
dimana salah satu caranya adslah
dengan mengetrapkan norma dar
sangsi perdata dalam setiap resikc
yang disebabkan oleh pelaksanaar
tugas Polri yang negatif tersebut

3. Beberapa Kebijaksamasn :didaﬁan
Pelaksanaan Tugas Poiri._ N

Beberapa pernyataan dan kebi
jaksansan Pimpinan Polri mengena
pelaksanaan tugas dan peranan Pol
ri dalam kehidupan masyarakat In
donesia, terutama dalam menyiap
kan dan meningkatkan mentalita
bangsa dalam proses Pembangunal
Masional era tinggal landas, antar
lain telah dikemukakan oleh :

a. Jenderal TNI-AD (Purn) LE
MOERDAN! — Menteri Perte
hanan dan Keamanan, diman
dalam bentuk pengarzhannya d
suatu forum menyatakan bahws

Ada tiga kunci masalah dalar
menyiapkan mentalitas bangs
Indonesia dalam proses Pemb
ngunan Nasional tahap tingg
landas, yaitu :

1) Ethos kerja manusia Indonesi
2) Disiplin Nasional, dan
3) Integrasi Nasional.

Di mana menurut Prof. D
KOENTJARANINGRAT, S.H.,ik
mukakan bahwa tentang masal:
"Disiplin” tidak dapat terlepas d
ngan konsep "Kepatuhan Masyar
kat”, yang mana di dalam kepatu
an tersebut dibedakan adanya ti
jenis kepatuhan, yaita :
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"Iy Keputihin yang Kongkii, yann
kepatuhan kepada panutan {orang
tua, gury, pemimpin dil), dima-
na jenis kepatuhan ini pada akhir-
akhir ini terasa mulai mengendur
dalam masyarakat Indonesia.

2) Kepatuhan yang formil, yaitu ke-
patuhan kepada suatu norma dan
Nilai tertentu yang diberlakukan
dalam masyarakatnya, dan jenis
kepatuhan inipun di beberapa
tempat dan golongan masyarakat
Indonesia saat- ini sudah mulai
cenderung mengendur.,

3)Kepatuhan yang abstrak, yaitu
 kepatuhan kepada suatu prinsip
dan keyakinan tertentu dimana
kepatuhan tersebut merupakan
keputusan dan merupakan suatu
cerminan dari sikap hidup yang
diwujudkan dengan rasa disiplin-
nya.

Dari pernyatazn tersebut bila di-
hubungkan dengan materi kita ini,
maka dapat dibuat suatn konsep
‘tentang upaya peningkatan disiplin
individu para aparat Poki dalam
pelaksanaan tugas dan peranannya,
yaitu dengan cara memanfaatkan
dan mengetrapkan norma dan sank-
si perdata dalam kehidupan Polri
sechubungan dengan prinsip dan ke-
yakinannya terhadap Kode Erik,
Dokrin dan Sesantinya, dimana hal
tersebut sudah diwujudkan dalam
konsekwensi janji dan sumpahnya
yang telah diucapkan dan yang me-
ngandung prinsip hubungan hukum
dan perikatan,
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b. Jenderal TNI—AD TRISOETRIS-
NGO — Panglima ABRI yang da-
lam pengarahannya di depan RA--
PIM ABRI tahun 1989, menegas-
kan bahwa :

Komponen ABRI diharapkan dise-
tiap saat mampu mendorong kegai-
rahan serta partisipasi masyarakat-
nya didalam menciptakan fungsi
dan peranan unsur-unsur komponen

ABRI dapat selalu menghindarkan -

hal-hal yang dapat meniurus dan
menyebabkan terjadinya suatu ke-
senjangan sosial didalam kehidupan
masyarakat Indonesia.

Menanggapi masalah “Kesenjang-
an sosial” antara Petugas/Aparat
Pemerintah dengan Masyarakat, me-
nurut Prof. Dr. SOELAIMAN SAS-
TRA WINATA dalam suatu acara
temu ilmizh mengemukakan bahwa
untuk menekan adanya kesenjangan
sosial antara Masyarakat dengan
para Petugas Negara kiranya perlu
diperhatikan hal-hal antarz lain :

1) Tanamkan perasaan bahwa kedu-
dukan, hak dan tanggungjawab
antara Petugas Negara dan Ma-
syarakat yang dilayani adalah se-
imbang, sehingga dalam hal ini
perlu adanyz norma yang jelas
dan tegas dalam upaya mewu-
judkan keseimbangan kedudukan
tersebut, : ]

2) Hilangkan cara bertindak Petugas/
Negara yang dilakukan dengan
bermental penguasa, dan di lain
pihak menekan polz konsumtif
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Masyarakat yang selalu minta di-
layani secara berlebihan, sehingga
untuk itw perly ditegakkan suatu
ketentuan akan norma yang mam-
pu memberikan perlindungan se-
imbang antara kedua pihak.

3) Menanamkan pengertian kepada
para Petugas Negara agar selalu
dapat - mementingkan keadaan

“masyarakat . yang dilayaninya,
dan juga mau memberikan pe-
ngertian kepada Masyarakat ten-

tang segala tujuan dan tindakan

Petugas dilam pelaksanaan fungs
dan peranannys, sehingga antara
keduanya mempunyai hak dan
kewajiban yang seimbang dan di-
lakukan dengan rasa tanggung
jawab.

‘Dari pernyataan tersebut bila di

hubungkan dengan materi Kajian

masalah ini, maka dapat dibuat su-
atu konsep tentang upaya pence-
gahan dan pengendalian kesenjang-
an sosial antara pelaksanaan tugas
dan peranan Polri dengan masyara-
kat Indonesia, sehingga dari situasi
tersebut akan menimbulkan suatu
tata nilai ‘saling menghargai dan
tata nilai kepatuhan yang sangat
berguna didalam pelaksanaan proses
Pembangunan Nastonal.

¢. Jenderal Polisi MOCH. SANOESI

Kepala Kepolisian Republik

indonesia dalam -acara RAPIM

- POLRI tahun 1989 menegaskan
bahwa :

~ Keberhasilan pelaksanaan tugas
dan peranan Polri tdak cukup
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hanya dilakukan dengan upaya pene-
gakan hukum dan penanggulangan
kriminalitas saja, namun keberhasil
an Polri justru dilihat pada keber-
hasilannya di dalam upaya kut me-
nata berbagai kehidupan masyara
katnya di dalam pelaksanaan tugas
nya. .
Dari penegasan tersebut bila di-
hubungkan dengan materi kajian
masalah ini, maka dapat dibuat
suatu konsep tentang peningkatan
kemampuan Kepolisian dalam upa-
ya mengatur tata kehidupan masya-
rakat dan peningkatan rasa keperca-
yaan masyarakat terhacap aparat
Polri didalam rangka mewujudkan
Sishankamrata secara kongkrit.

Didalam mengatur tata kehidup-
an masyarakat tersebut, perla dipet-
hatikan tuntutan hak-hak azasi ma-
nusia dalam pelaksanaan tugas dan
peranan Polri, dimana hak-hak aza-
si merupakan harkat dan marta-
bat manusia yang didapatkan atas
dasar pengakuan dari berbagai pi-
hak yang bersangkutan dan bukan
atas dasar suatu tuntutan hukum
positif atau suatu keputusan penga-
dilan.

Mengenai masalah hak azasi ma-
nusia ini dikemukakan oleh Prof.
MAGNIS SOESENO, bahwa :

Ada empat kelompok Hak Azasi
yang diperjuangkan dan dikembang-
kan oleh para Pendukung Hak Aza-
si, 1alah :

1)Hak Azasi Negatif, yaitu hak
azasi manusia yang menuntuf
adanya hak individu dan kebe-
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bagsan wntak IETFUTTs ot b':u_t}i-
ri, sehingga tuntutan dalam hak
azasi ini adalah agar hak otonomi
dari setiap orang dapat dihormati.
2)Hak Azasi Aktif, yaitu hak azasi
manusia yang menuntut pada
tuntutan hak dan kewajiban/
aktivitas manusia untuk dapat
ikut dan berupaya dalam me-
nyesuaikan terhadap perkem- -
bangan -kehidupan masyarakat-
nya. ~
3)Hak Azasi Positif, yaitu hak azasi
manusia yang menuntut terhadap

persamaan hak di dalam hukum.
4) Hak Azasi Sosial, yaitu hak azasi
manusia yang merupakan perlu-
asan dari paham kewajiban nega-
ra terhadap warga dan masya-
rakatnya didalam mengusahakan
kesejahteraan dalam kehidupan
masyarakatnya.
Masing-masing paham tersebut ti-
dak berdiri sendiri, tetapi setiap
paham tersebut menjadi dasar dari
paham- lainnya, sehingga di dalam

kehidupan bersama dengan selalu
memperhatikan harkar dan marta-
bat manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut
di atas, maka dalam upayz menata
kehidupan masyarakat selalu diusa-
hakan agar tidak menjmbulkan dis-
kriminasi sosial didalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu dalam
pelaksanaan tugas dan peranan Pol-
1 agar selalu dihindarkan kondisi
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adanya perlindungan hukum dan

pelaksanaannya paham-paham ter--
sebut membentuk suatu nilai hu-
kum positif di dalam menjamin pola-

yang menyebabRan tinbulnys pera-
saan masyardkat adanya diskriming-
si sosial. Sehingga untuk keber-
hasilan di dalam upaya menata ke-
hidupan masyarakat tersebut diper-
lukan terlebih dahulu suatu usaha
untuk = pemberlakuan ketenruan
yang sama didalam masalah-masalah
privat, baik untuk Masyarakat
Awam maupun untuk aparat Pern-
gas Negara (termasuk juga Polri) -
dalam hak dan untuk aparat Petu-
gas Negara (termasuk juga Polri)
dalam hak dan kewajiban hukumn-
nya, dan bila hal tersebut harus
ada maka perbedaan tersebur hanya
bersifat terbatas dan berlaku semen
tara waktu. '
Pelaksanaan di dalam usaha mere-
alisasikan hak-hak azasi manusia
tersebut dalam kehidupan masyara-
kat tidak hanya terbatas pada hak--
hak azasi yang telah ditentukan
dalam norma hukum szja, tetapi
pelaksanaan tersebut meliputi juga
hak azasi yang merupakan tuntutan
kewsjiban yang menyangkut norma
etika tugas Polri yang tidsk dapat
ditentang dan ditawar-tawar lagi.
Dari masalah upaya merealisasi-
kan tuntutan moral berupa hak
azasi manusia tersebut, maka se- -
hubungan dengan kajian masalah ini
dapat dibuat suatu konsep upaya
mewujudkan penegakan dan pe-
ngembangan hak azasi warga masya-
rakat terhadap segala perlakuan ser-
ta akibat dalam pelaksanaan tugas
dan peranan Polri, yaitu dengan
menerapkan norma dan sangsi per-

- data dalam pelaksanaan wagas Polra.

87




4. Penerapan Norma Perdata dalam

Pelaksandan Tugas Polri.

Sesuai 2zas Konsensualitas dari
Hukum Perjanjian, Perikatan dan
Hubungan Hukum timbul dan lahir
sejak terjadinya suatu kesepakatan,
sehingga perjanjian/sumpah terse:
Yut akan berlaku syzh walaupun
tanpe disertai dengan kegiatan for-
malitas lainnya.

Kesbsahan suatu perjanjian/peri-
¥aran hukum ditentukan dalam
pasal 1320 KUH. Perdata, bahwa :

Syahnya suwatu perjanjian bila -

telah memenuhi empat syarat po-
kok, yaitu :

1) Adanya suatu kesepakatan antara
mereka yang mengikatkan diri
dalam perjanjian tersebut;

2) Adanya kecakapan dari mereka
yang membuat perikatan terse-
but;

3) Adanya sesuatu hal tertentu yang
disetujui; dan

- &yKarena suatu sebab yang bersifat

halal.

 Keempat syarat tersebut dapat di-
golongkan menjadi :

a. Golongan syarat subyektif, yaitu
yang termasuk dalam syarat ke-
satu dan syarat kedua, dan

b. Golongan syarat obyektif, yaitu
yang termasuk dalam syarat ke-
tiga dan syarat keempat.

Baik syarat subyektif dan syarat
obyektif tersebut didalam janji dan
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jian tersebut, sehingga térhadap pe-

srAp Al Eiggeta Polr terhadap Ko+
de Etika Polri sudah dipenuhi se-
muanya, sehingga dalam hal ini
maka isi dan kaidah janji yang dir
ucapkan tersebut harus sudah meng:-
ikat setiap anggota Polri dalam
kehidupan dan pelaksanaan tugas
serta peranannya.

Disamping itu juga didalam mem-
berikan penafsiran terhadap suatu
materi perjanjian, menurut pasal
1348 KUH. Perdata dinyataken
bahwa : :

Semua isi persetujuan yang dibuat
dalam suatu perjanjian, harus diarti-
kan didalam hubungan yang luas
dan dalam kaitan satu sama lainnya,
dimana setiap persetujuan tersebut
harus ditafsirkan dalam suatu ke-
rangka persetujuan dalam arti kese-
luruhan vang bersifat luas.

Sehingga suatu perbuatan atau
tindakan pelanggaran hukum terha-
dap setiap isi dan kaidzh persetu-
juan tersebut, terlebih-lebih tindak-
an dan perbuatannya yang menim-
bulkan kerugian di pihak lain, me-
nurut ketentuan pasal 1366 KUH.
Perdata dinyatakan bahwa :

Setiap orang harus bertanggungja-
wab terhadap isi dan kaidah perjan-

langgaran dan kesalahan yang dise-
babkan karena kelalaian dan atau
kekurang hati-hatiannya, yang ber-

sangkutan harus bertanggungjawab: . .

atas perbuatan dan segala kerugi-
an yang diakibatkannya.

Namun menurut ketentuan pasal
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ahwa : -

calam  suate pelanggaran hukum
leh suatu pihak tidak saja diper-
.nggungjawabkan terhadap kerugi-
t yang diderita pihak lain yang

72, tetapi lebih dari itu pihak ter-
but harus juga bertanggungjawab

rena perbuatan orang-orang yang
enjadi yang disebabkan  karena

di tanggungannya dan atau karena
wrang-barang yang berada dibawah
:ngawasannya.

Sehingga dalam hal ini dalam
atu kasus tindakan pelanggaran
slaksanaan tugas dan peranan Pol-
resiko ganti rugi tersebut tidak
ja dikenakan semata-mata pada
laku yang bersangkutan, namun
lam hal ini mempunyai penger-
in bahwa Kesatuan dan Negarz
3jib juga ikut bertanggungjawab
n mengatasi terhadap segala resi-
vang ditimbulkan tersebut.

il tersebut sangat beralasan, kare-
para oknum Polri yang mela-
tkan pelanggaran dan kesalahan
rsebut pada prinsipnya melaksa-
kan tugas atas kuasa dan perin-
h Kesatuan dan atau Negaranya.
Dalam penerapan norma Perdata
lam pelaksanaan tugas dan peran-
Polri tersebut dapat dipilahkan
>njadi dua kelompok, yaitu :

Penerapan norma Perdata sehu-
bungan dengan pelaksanaan tugas
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ienjadi korban karena perbuatan- *
rhadap kerugian yang disebabkan.

srbuatan - orang-orang yang men-

>%6*7“5'“wf{”"é:’fi%":""%ﬁﬂ“fﬁ“’“@ifﬁmﬁ?ﬁﬁmm‘N"”‘Ei‘ﬁ”ﬁ“:}'fi%ranan POl dalan pelaksa-

naan Tugas Operasional/Penggu-
naan kekuatan, dan - D
b. Peperapan norma Perdata sehu-
bungan dengan pelaksanaan tugas
dan peranan Polri dalam pelak--
sanaan Pembinaan kekuatan.

Dalam pelaksanaan Tugas {}perasip~
nal Polri, baik dibidang preventif
maupun dibidang represif, sering
digunakan tindakan kekerasan dan
upaya paksa vang diartikan sebagai
inti dari pekegaan Kepolisian, na-
mun sebenarnya tindakan kekeras-
an dan upaya paksa tersebut adalah
hanyalah suatu kewenangan Kepo-
lisian yang merupakan alat perleng-
kapan petugas Polri didalam menja-
lankan tugas dan peranannya agar
lebih efektif, :

Mengenai "Tindakan kekerasan®
dalam pelaksanaan tugas dan peran-
an Polri tersebut, menurur Prof.
Dr. SATJIPTO RAHARDIO, SH
dijelaskan bahwa :*

Pekerjaan Polisi dengan sebenarnya
sudah dilambangkan melalii berba-
gai perlengkapan yang melekat pa-
danya, seperti sarana pentungan,
borgol, pistol, dimana kesemua sa-
rana tersebut cenderung mendorong
terhadap pelaksanaan tugas Polisi
yang mengarah ketindakan-rindak-
an kekerasan;

Namun Sarjana REISS memberi-
kan batasan terhadap penggunaan

tindakan kekerasan oleh anggota

Polisi, yaity :
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Anggota Polisi didalam penggu-
nazn tindakan kekerasan, harus
memperhatikan :

1)Jangan dilakukan untuk menye-
rang Warga Negara secara phisik
dengan tanpa suatu alasan terten-
.

2)Jangan dilakukan hanya untuk
kepentingan yang bukan keperlu-
an penyelidikan dan penyidikan

3) Jangan dilakukan pada suatu saat
yang dinilai’ belum sepantasnya
digungkan tindakan kekerasan,
karena dimungkinkan dengan ca-
ra lain masih mungkin dapat di-
atasi

4)Jangan dilakukan dengan cero-
boh dan sewenang-wenang.

Sehingga penggunaan tindakan ke-
kerasan tersebut hanya dapat dila-
kukan secara insidental dan harus
dilakukan secara berhati-hati.

Dan bahkan WESTLEY menge-
mukakan bahwa :

Penggunaan kewenangan Kepoh—
sian yang berupa tindakan kekeras-
an dan upaya paksa, didalam pe-
laksanaannya harus disertai :

1) Pertanggunganjawab moral terha-
-dap penggunaan kekerasan yang
tidak syah;

2) Tindakan kekerasan digunakan
hanya atas dasar pengetahuan
dan pengaleman yang matang;
dan

3)Penggunaan tindakan kekerasan
~harus selaln didasarkan pada
pelaksanaan tugas Polisi secara

fungsional penegakan hukum dan
kolektif Operasional.
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Sedangkan penerapan oy Per
data untuk pelaksanaan tugas dan
peranan Polri dibidang pembinaan
kekuatan tertuju pada hal-hal yang
mengakibatkan kerugian pihak Ke-
satuan dan atau pihak Negara, yang
antara lain dalam pasal 1706 KUH.
Perdata dinyatakan bahwa :

Setiap penerima titipan, diwajibkan,
untuk merawat, memelihara dan
membina serta meningkatkan segald
sesuatu yang dititipkan kepadanya,
seperti halnya didalam memperla: .
kukan terhadap segala sesuatu mi-
liknya sendiri.

Dengan penjelasan lain -sepert
ditentukan dalam pasal 1712 KUH
Perdata, hahwa :

Sipenerima titipan tidak diperbo
lehkan mempergunakan ataupur
memindahtangankan sebagian atav
segala sesuatu. titipannya tersebu
kepada pihak lain, baik untuk ke
pentingan diri sendiri maupun un
tuk kepentingan pihak lain tanp
sefjin pihak yang menitipkannyz

Dan dalam hal ini bila terbuki
dapat dipersangkakan atas tindaka
tersebut, maka terhadapnya dapz
diancam dengan kewajiban meng
ganti kerugian, biaya pengadaar
serta bunga dari manfaat nilai harg
titipan tersebut.

Segala barang titipan yang mert
pakan inventaris dinas Polii, ds
digunakan untuk pelaksanaan tug
dan peranan Polri merupakan suai
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bentuk “Peniiipan sejarl’, sehingga
untuk hal ini ANKUM, PAPERA,
dan atau Hakim Pengadilan Militer
atas nama Negara ‘dapat menuntut
dan menjatuhkan sangsi ganti rugi
atas hilang atan rusaknya barang
Inventaris tersebut kepada para ang-
gota Polri pemakai dan penanggung-
jawzbnya.

5. Sangsi " dan Proses Pelaksanaan
Penerapan Normia Perdatz dalam
Pelaksanaan Tugas Polri.

Dalam pidato Kenegaraan Presi-
den R.1. pada sidang Dewan Perwa-
kilan Rakyat RI tanggal 16 Agustus
1989, mengemukakan bahwa :

Pemanfaatan kerangka landasan di-
bidang hukum juga memerlukan
perhatian yang besar, dimana da-
lam hal ini memerlukan upaya pe-
mantapan ciri dan hakekat negara
Indonesia scbagai negara yang ber-
dasarkan hukum dan tidak berda-
sarkan kekuasaan serata-mata. Da-
am pemantapan kerangka landasan
libidang hukum, termasuk juga
nenentukan langkah-langkah yang
liperlukan untuk menciptakan sua-
ana Kepastian hukum dan rasa
ceadilan.

- Dari pernyataan tersebut diatas
nengandung suatu harapan yang
esar dari Pimpinan Negara terha-
lap upaya mewujudkan suasana ke-
udupan masyarakati yang diliputi
nasana kepastian hukum dan ter-
Jentuknya rasza. keadilan dibidang
;ukum dan hal ini sejalan dengan
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upaya dalam meletakkan suatu lan-
dasan didalam menciptakan suasana
Pembangunan Nasional dalam era
tinggal landas dengan berdasarkan
pengamalan Pancasila,

Bertitik tolak dari harapan dan
pernyataan Pimpinan Negara ter-
sebut, maka suasana kepastian
hukum dan rasa keadilan pada pe-
laksanaan tugas dan peranan Polsi
dalam kehidupan masyarakat Indo-
nesia juga harus ditegakkan,
Kepastian hukum dan rasa keadilan
pada pelaksanaan tugas dan peranan
Polri dalam kehidupan masyarakar
Indonesia juga harus ditegakkan
Kepastian hukum dan rasa keadilan
tersebut mengandung masalah “Ke-
pentingan Hak” dan masalah "Ke-
pentingan Kewajiban” dalam pelak-
sanaan tugas dan peranan Polri,
dimana didalam pelaksanaannya ti-

dak terlepas dari norma dan Sangsi .

Perdata/privatnya,

Dalam thesisnya yang berjudul
“Penegakan Hukum dan Diskresi
Kepolisian”, M. FAAL, SH. MH
menyatakan bahwa :

Terhadap anggota Polri yang me-
langgar hukum dan mengakibatkan
kerugian pzhak lain, dapat dikena-
kan sangsi berupa :

1) Sanksi Hukum Pidana,

2) Sanksi Hukum Administrasi,
3) Sanksi Hukum Militer, dan
43 Sankm Hukurm Perdata.

Hal tersebut sesuai keberadaan Pol-
ri sebagai petugas Administrasi Ne-
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gara dan sebagar anggola Kompo-
nen Angkatan Bersenjata.

Namun disamping sangsi-sangsi
tersebut, sebenarnya masih juga di-
tumtatkan suatu sangsi yang ditime
bulkan dari Nilai Etika Tugas Ke-
polisiannya.

Sedangkan sangsi-sangsi hukum
tersebut diwnjudkan bempa tmdak—
an hukum :

a. Sanks1 Hukum Pidana, berupa :
1} Sank51 Pidana Pokok dapat
bempa
2} Hukuman miati;
b) Hukuman penjara;
¢) Hukuman kurungan;

d) Hukuman denda;
e) Hukuman tutupan.

2) Sanksi Pidana Tambahan, da-
pat berupa :

a) Pencabutan beberapa hak ter-

tentu;
b)Perampasan beberapa barang
tertentu; '
¢) Pengumuman keputusan Ha-
kim.
Yang dikenakan berdasarkan Von-
nis Keputusan Hakim Pengadilan
yang mengadili kasus perkaranya.

b. Sanksi Hukum Administrasi, be-
rupa:
1) Pemecatan dari dinas aktif;
2) Pensiun dipercepat;
3) Skorsing;
4) Tunda kenaikan pangkat;
5y Tidak diberikan jabatan yang
bersifat Komando;

92

6} Dinutasikan (}an jabatannyd
dan atan dari daerah tugasnya.

¢. Sanksi Hukum Militer, dapat be-
rupa :
1) Tegoran keras/ tegoran tertulis
2) Tegoran lisan/Peringatan;
3) Kerja pioner.

dalam hal ini disesuaikan dengar
hirarkhis kepangkatannys..

d. Sanksi Hukum Perdata antars
lain bempa

1) Pasal 1149 KUH. Perdata be
rupa sangsi pembayaran terha
dap seluruh biaya yang dike
luarkan, untuk :

a) Biaya perkara;

b) Biaya penguburan;

c) Biaya perawatan dan pengo
batan; dan atan

d)Segale biaya pertanggungar
yang dikelnarkan oleh pihal
korban.

2)Pasal 1154 KUH. Perdata, be
rupa sangsi Pembatalan semu
isi janji 'yang diangap berten
tangan.

3) Pasal 1240 kuh. Perdata, beru
pa sanksi Penghapusan segal
sesuatu tindakan yang telal
diperbuat dan menyebabka
resiko pembebanan segala biz
ya dan resiko lain yang dider
ta korban, o

4y Pasal 1240 KUH. Perdata, be
rupa sangsi:
2) KOSTEN, vyaitu Penggantia
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segala-Biays - yang reldR - dike-
Iuarkan. pihak korban atas se-
.. gala sesuatu yang.diakibatkan
- dari tindakan pelanggaran hu-
- kum tersebut. -

b) SCHADEN, yaitu Penggantian
ganti rugi atas segala sesmatu
yvang mungkin diterima bila
tidak terjadi tindakan pelang-

 garan hukum tersebur.

¢) INTERESSEN, yaitu Pemberi-
an kerugian berupa bunga yang

- harus-diterima- dari hasil perhi-

- perkara tersebut’ d1dalam urus-
annya.
(kecuali pada suatu perbuatan
_ yang tidak disertai dengan iti-
 kad buruk dan atau tidak da-
pat diduga sebelumnya/pasal
1244 KUH. Perdata)

S)PasaI 1366 s/d pasai 1379
KUH. Perdata, berupa sangsi :

Penggantian atas segala kerugi-
an yang diderita korban, terma-
suk  juga -pertanggungan jawab
atas nafkah dan biaya pendidik-
an dari istrifsuami dan orang
tua serta anak-anak yang sehari-
- harinya tergantung dari hasil ker-
 jakorban.

6) Pasal 1730 KUH. Perdata, sang-
si berupa :

SEKESTRASI atau'sanksi Perin-
tah pengembalian segala sesuatu
yang dititipkan kepada pihak
yang berhak, dengan beserta ha-
sil- hasﬂnya yang didapatkannya
selama ini.

Shavanghare 013 Fuli 1990

tungan ' keuntungan selama

- Penerapan Sanksi-sanks: Perda-
ta dalam - praktek hukum: vang
dilakukan . sekarang - ini harus -
melalni - suatu. proses peradilan
Perdata, dimana pelaksanaznya
bmsanya peradilan Perdata, dima-
na pelaksanaannya biasanya dila-
kukan setelah. -selesainya sidang

_peradilan yang ‘mengadili kasus
'pzdananya.

Sehingga, . &élam pra.kteknya
proses peradxian perdata tersebut -

- jarang dan sulit untuk dilakukan, |
. karena disampmg tidak efektif

juga tidak efisien, maka akibat-
nya timbul suatu anggapan bah-
wa lembaga Peradilan Militer. ti-
dak - mencerminkan sebagai lem-
baga Penyelesaian Perkara secara
tuntas,

Hal tersebut sebenarnya dapat
diatasi, dengan carz Peradilan
Militer mau memproses dan
mengadili secara sekaligus kasus
pidananya dan juga kasus tunmt-
an perdatanya, dimana dalam
hal ini Jaksa Militer bertindak
sebagai Penuntut Umum yang
melaksanakan tugas tuntutan pi-
dana dan tuntutan perdata atas
nama serta atas kuvasa dari Ne-
gara/Pemerintah dan pzhak kor-
ban yang dirugikan, '

Hal tersebut diatas sangat di-
mungkinkan terlaksana karena ti-
dak menyalahi ketentuan hukum, -
dan hal yang hampir serupa juga
sering dilakukan dalam proses
peradilan  di Pengadilan Negeri
yang mengadili perkara kecelaka-
an lalu-lintas dan juga perkara
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pencemaran lngkungan hidup.

Disamping itu juga sesuai de-
ngan dasar dan azas dari tata
Hukum Nasional yang digariskan
oleh Lembaga Hukum Nas;onai
ditentukan bahwa :

‘a. Dalam Perkara Pidana, Hakim
' Pengadilan berwenang sekali-
gus memutuskan aspek perda-
tanya, yang didasarkan karena
kepentingan jabatannya mau-
~ pun mtutan pihak-pihak yang
" berkepentingan.
b Disamping itu juga Hakim ber-
wenang untuk mengambil tin-
dakan yang d.1pandang patut

dan adil disamping atau  tanpa

hukuman pidananya.
¢. Dalam penjatuhan hukuman
. pidana dan perdatanya harus
. bersifat memberikan pendidik-
an kepada Terhukum, sehing-
- ga yang bersangkutan--dapat
menjadi waiga negara yang
bermanfaat bagi masyarakat-
- nya.

Sehubungan hal tersebut maka
pelaksanaan proses peradilan Mi-
liter harus juga selalu memperha-
tikan aspek-aspek sederhana, ce-
" pat dan murzh didalam efekti-
fitasnya.

6. Proses Pelaksanaan Sangsi Perda-
ta dalam tugas Polri.

Proses pelaksanaan sangsi perdata
terhadap pelanggaran oleh aparat
Penegak Hukum termasuk juga Pol-
ri, sampai-sampal sadt ini belum
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diatur secara lengkap dan jelas,
sehingga proses pelaksanaannya ma-
sih terasa sulit untuk dilaksanakan.
Hal tersebut dimungkinkan juga de-
ngan adanya penafsiran yang sempit
terhadap pendapat dari beberapa
pakar hukum Indonesia, antara lain
yaitu dari : :

a. Prof. SOEBEKTI, SH. yang me-
nyatakan bahwa,

Adalah tidak tepat untuk menun-
tut oknum Penegak Hukum yang
telah menjalankan tugasnya seba-
gai alat negara dan harus ber-
tanggungjawab secara pribadi ter-
hadap pelaksanaan tugasnya ter-
sebut.
Oleh karenanya maka dalam hal
itu yang bertanggungjawab ada-
lzh Negara, namun terhadap ok-
num-oknum tersebut haruslah te-
tap dikoreksi oleh Pimpinannya
ataupun oleh pihak-pihak yang
menyidangkan perkaranya terse-
but.

b. Prof. Dr. WIRJONO PRODJODI
KORO, SH. yang mengemukakan
bahwa :

Pada umumnya para Petugas Ne-
gara yang melaksanakan tugas
dengan tidak keluar dari batasan
lingkungan tugasnya, tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap
segala akibat perbuatan dan pe-
laksanaan tugasnya y ang melang;
gar hukum.

Sehingga dalam hal ini maka Ne-
garalah yang langsung bertang-
gungjawab, karena Petugas Nega-
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belaka dari Negara. -

- Namun Penafsir terhadap pendapat
para pakar Hukum Indonesia terse-
but bukan berarti kepada para ok-
num aparat ‘pencgak hukum yang
melakukan pelanggaran tidak dike-
nakan sangsi perdat:a tetapi kepada
mereka tetap juga dikenakan sangsi

dikenakan berupa pembayaran gan-
t rugi’ dxbebankan dan dipertang-
gung jawabkan juga kepada plhak
_Pemerinta_n/Negara

Hal terscbut sesuai dengan keten-
tuan KUHAP dan Peraturan Pe-
merintah ‘Nomor 27/tahun 1983,
dimana dalam ketentuan tersebut
telah ditentukan sangsi perdata be-
rupa pembayaran ganti kerugian
oleh Negara ‘terhadap kasus-kasus
pelanggaran yang disebabkan oleh
tindakan ' Aparat Penegak Hukum
dalam menjalankan peranan dan tu-
gasnya

Proses pembayaran ganti rugi atas
pelaksanaan tugas Aparat Penegak
Hukum yang diatur dalam KUHAP,
yaitu pada:

2, Bab XII (psl 95 dan psl. 96),
yang .mengatur proses tuntutan
ganti rugi yang diajukan pada
proses penegakan hukum dalam
~ tingkat Pra Peradilan

b.Bab XIIf (psl. 98 dan s/d psl.
110), yang mengatur proses tun-
tutan ganti kerugian pada proses

adilan -
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perdata namun sangsi perdata yang

penegakar! hukum ditingkat Per-

CUBan AV PsL 26378/ psl 2697,
yang mengatur proses tuntutan
ganti kerugian sehubungan de-
ngan adanya peninjauan kembali -
keputusan Pengadilan atas suatu
perkara {Herzeining).

Sedangkan _makna_ dari pembayaran
ganti “kerugian, dijelaskan .dalam
pa.sal 1 angka 22 KUHAP adala.h

Bahwa ganti kerugmn adalah hak se-
seorang untuk mendapatkan tuntut-
an berupa imbalan sejumlah uang,.
karena ditangkap, ditahan, dituntat
atau diadili tanpa alasan berdasar-
kan undang-undang, dan atau kare-
na sesuatu kekeliruan yang disebab-
kan oleh pelaksanaan tugas aparat

Penegak Hukum.
Proses pengajué;ﬁ tuntutan pemba-

yaran ganti kerugian diatur didalam
ketentuan :

1.Pasal 95 KUHAP, mengenai
orang-orang yang berhak menga--
jukan tuntutan ganti kerugian,
yaitu :

1)Orang yang secara langsung
dirugikan

2)Ahli waris dari orang yang d1—

_ rugikan,

3) Pihak lain yang punya hubung-
an dengan orang yang dlmgr
kan. -

b. Pasal 96 KUHAP, menentukan
bahwa bentuk tuntutan ganti
rugi adalah bentuk “permohon-
an” dan bukan.merupakan ben-
tuk gugatan, sehingga putusan
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proses pengadﬂannya d1buat da-
lam bentuk ’ penetapan

, Pasai 3 ?eraturan Pemerintah No-

mor 27/tahun 1983 menentukan
bahwa :

(1) Ganii kerugian berdasarkan

- alasan sebagaimana yang di-
- maksudkan dalam ketentuan
KUHAP -adalah berupa im-
balan uang serendah-rendah-

- aya Rp. 5.000,— (lima ribu
rupialy) dan. setinggi«tingginya

T Rp. 1. 000 000 - (satu juta

R ‘rupiah)..

{2) Apabila hal terscbut meng- -

akibatkan korban menjadi
“sakit atau cacad sehingga yang
‘bersangkutan tidak mampu

melakukan pekerjaan, dan
 atau mengakibatkan matinya
~ korban, maka besar ganti
 kerugian ditentukan setinggi-

tingginya Rp. 3.000.000,—
- (tiga juta rupiah).

.Pasal 7 Pem_turén Pemerintah MNo-

mor 27/tzhun 1983, menyatakan

 bahwa:

Permohonan tuntutan ganti

‘kerngian diajukan dalam teng-

gang wakiu selama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal Keputusan

96

Pengadilan .di keluarkan bersifat
tetap dan mempunyai kekuatan
hukum dalam beniuk penetapan
Pengadilan.

Sedangkan untuk tuntutan ganti
kerugian dalam sidang Pra Pera-
dilan diajukan dengan tenggang
waktu 3 (tiga) bulan dihitung

.da Mazhkamah Mihter.

sejak saat pemperitantian puius
an Pra Peradilan dalam - kasus

tersebut,

e. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Per
merintah Nomor 27/tahun 1983,
yang menyebutkan bahwa proses
realisasi ‘ganti kerugian yang su-
dah memperoleh ketetapan dari
Prcses Peradilannya, dilakukan :

Dengan cara menyerahkan salin-
an penetapan ganti kerugian darl
pihak Pengadilan oleh pihak Pe-
nuntut Umum dan atau oleh pi-
hak yang bersangkutan. kepada
pihak Direktorat Jenderal Ang-
garan Departemen Keuangan,
yang dalam hal ini ditujukan
pada Kantor Perbendaharaan se-
tempat.

Sedangkan pelaksanaan tuntutan
ganti kerugian terhadap oknum Polk
ri yang mengakibatkan kerugian
material dan atau menghilangkan
kekayaan Negara, diajukan oleh
pihak Kesatuannya melalui AN-
KUM dan atau PAPERAnya kepa-

Tuntutan kerugian tersebut di-
proses dan dz.x@ahsasxkan dengan
memperhatikan niat serta besarnya
akibat dari pelanggaran -yang dila-
kukan oleh oknum Polri tersebut
sehingga merugikan dan atau meng-
hilangkan kekayaan Negara.

Tata cara tuntutan gantl ragi
dalam hal ini dilakukan dengan -
cara :

a. Terhadap kasus kerugian Negara
yang diakibatkan karena kelalai-
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babkan rusak dan stan hilangnya
barang *“inventaris “dinas, maka
tuntutan ganti rugi ditetapkan
‘melalui  surat kepumsan dari

“ANKUMnya. '
Proses ganti kerugian dilakukan
dengan cara memotong sebagian
dari jumlah gaji bulanan anggota
Polm tersebut- sampai - terpenuhi-

~telah’ dztetapkan tersebut.

b. Terhadap kasus kerugian Negara

- yvang diakibatkan. karena "suatu

- perbuatan « kesengajaan - berupa

~ korupsi sehubungan pelaksanaan
tugas dan Jabatannya, maka tun-
‘tutan ganti kerugian dizjukan
bersamaan dengan berkas tuntut-
an kasus pidananyz melalui PA-
PEPA kepada Mahkamah/Peradil-
an Militer. o _

¢. Terhadap kasus kerugian Negara
yang diakibatkan karena suaru
kelalatan ‘dalam pelaksanaan tu-
gas ‘anggota Polri, maka proses

" tuntutan ganti kerugiannya dila-
kukafi dengan suatu penelitian
dari satu Team peneliti yang di-
bentuk dan ditugaskan oleh Ko-
mandan/Pimpinan dari Kesatuan
Atasannya.
Bila dari hasil penelitian tersebut
terbukii bahwa kerugian Negara
tersebut karena suatu kelalaian,
maka proses ganti ruginya dilaku-
kan dengan cara memotong sepa-
rubh dari jumlah gaji dari anggota
Polii tersebut pada setiap bulan-
nya selama 12 bertugas akuif,
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nya nilai harga pengganti yancr.

darr-rersaaan T sanksi T rerse b
dikenakan juga sanksi hukum ad-
ministrasi dan sanksi i‘mkum dlSi—
phnnya E ;

Hasﬂ sitaan dan tuntutan pemba—
yaran ganti kerugian tersebut kemu-
dian _ diserahkan kepada Kantor
Bendahara Negara melalni Pejabat
Keuangan PoIn dan selanjutnya de-
ngan tanda buku penyerahan pem-
bayaran ganti kerugian tersebut da-
pat digjukan permohonan penggan-

tian material atau kekayaan negara

dalam kesatuan Poli fersebut yang
telah dinyatakan rusak dan atau
hilang tersebut.

Untuk mengefekrifkan reahs&sa
pelaksanaan pembayaran tuntutan
ganti kerugian tersebut, maka dila-
kukan pengawasan melalui jalur
administrasi “struktural Polri dan
atau melalui jalur otoritasi anggaran
ABRUPCLRI melalui SATKERnya.

Dengan proses tersebut maka di-
harapkan  keadaan sumber dava
dan sumber dana disetiap Kesatuan
Polri akan selalu dapat terinventari-
sir secara lengkap dan aktual, dan

pada setiap waktu siap untuk mdida- -

yagunakan secara efektif,

Dengan penerapan sanksi Perdata
dan proses pembayaran ganti rugi
dalam setiap resiko pelaksanaan Tu-
gas Polri tersebut, maka diharapkan
akan lebih mengefektifkan dan me-
ngefisiensikan sumber daya Polri
dalam pendayagunaannya.

7. Penggabungan Permohonan gantd
kerugian dalawm Peradilan Militer
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an. Perkara Pidana dan Perkara
Perdata berupa permohonan ganti
kerugian dalam proses Peradilan Mi-
liter untuk waktu ini belum diterap-
kan, dan hal tersebut mungkin
karena alasan yang bersumber pada:

a. Kaidah yarg tertulis dalam ke
tentuan Pasal 10, Pasal 16 dan
Pasal 31 Undang-Undang Nomor -
“5/tahun 1950 tentang Susurian
dan  Kekuasaan Pengadilan/Ke-
jaksaan  dilingkungan Peradilan

_ Ketentaraan, dimana dinyatakan
“bahwa Peradilan Militer diadakan
untuk mengadili Perkara Kejahat-
an dan Pelanggaran yang dilaku-
kan oleh Oknum Militer.

b. Kaidah yang tertulis dalam ke-
tentuan Pasal 19 Undang-Undang

~ Darurat Nomor 1/tahun 1958,
dimana dinyatakan bahwa Per-
adilan Tentara melakukan peme-
riksaan Perkara Pidana dalam
tingkat pertama dengan berpedo-
man pada Hukum Acarz yang
digunakan oleh Pengadilan Nege-
ri, dimana dalam pelaksanaannya
dilakukan mengingat kepenting-
an Ketentaraan dan dengan tidak
mengurangi ketentuan Undang-
Undang lainnya.

Alasan rersebut untuk saat ini tidak

sesuai lagi, karena :

2. Dalam ‘menafsirkan istilah Hu-
kum mengenai "Perkara Kejahat-
an dan Pelanggaran”, dalam hal
ini tidak terbatas hanya dalam
kasus Perkara kejahatan dan pe-
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. Disamping itu juga diingatkan

Lembaga Penggabungan Perkar
tuntutan ganti kerugian dengan pex
kara Pidananya tersebut, akai
membawa dampak selain hal terse
but tidak bertentangan denga
Azasazas Hukum Acara Milites

tanggaranr-Pidarany s saja tetapt
hendaknya ditafsirkan secara lu-
as, vaitu mencakup juga Perkara
kejahatan dan Pelanggaran dalam;
kasus Perdatanya. Diingatkan ju-
ga bahwa dalam realitasnya ter-
bukti beberapa kasus.Perdata
timbul dari kasus kejaharan dan
atau pelanggaran, baik tidak de-
ngan sengaja atau karena kelalais
an (Culpa) oleh suatu pihak se-
hingga menimbulkan kerugian pi-
hak lain, maupun karena suatu
kesengajaan (Dolus).

bahwa Undang-Undang tersebut
sudzh tidak cocok lagi untuk d¥
terapkan, karena Undang-Undang
tersebut masih mengacu pads
Hukum Acara yang diatur dalam
HIR/RIB, sedangkan proses Hu
kum Acara saat ini diatur dalam
KUHAP dan beberapa ketentuar

saja dalam HIR/RIB.

Sehingga dalam hal ini prose
Peradilan pada Pengadilan Milite
harus mau tidak mau mengact
pada ketentuan KUHAP yan
mengatur juga proses pengga
bungan tuntutan ganti kerugiar
dalam proses Peradilan Pidana
nya.

Dengan  dilaksanakan  prose
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;uga dalam- hal 1m dzdapat mantaat,
antara lain :

. Akan 'meningkatkan peran dan
wibawa Pengadilan Militer seba-
gal lembaga penyelesaian perkara
secara tuntas, baik dalam hukum
publik maupun hukum privatnya.
0. Peradilan Militer akan melaksana-
kan fungsi-dan tugasnya. df:ngan
-efektif dan efisien.

. Secara? nyataPeradilan Mzhter su-
“dah” ikut menjamin adanya “ke-
~-samaan-kedudukan dari para war-
ga negara‘didepan hukum”. -

1 Peradilen Militer secara - nyata
telah ikut berusaha untuk me-
ningkatkan dan menyempurna-

(&)

kum“Nasional, dengan cara me-
laksanakan dan mengetrapkan
Unifikasi “Hukum dalam * rang-

kasi hukum acara.

T

. Peradilan Militer ikut serta dalam
usaha membina sikap Aparatur
Megara dalam upaya penegakan
hukum, keadilan, perlindungan
terhadap ‘harkat dan mareabat
manusia, ketertiban, serta mewu-
judkan kepastian hukum dalam
- kehidupan masyarakat.

. Peradilan Militer ikut berusaha
- untuk menunjing dan mengim-
bangi pelaksanaan Undang-Un—
dang Nomor 8/tahun 1988 ten-
tang Ketentuan Pokok Peradilan
Tata Usaha Megara untuk para
~ Administrasi Negara dilingkung-
an Militer,
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~ kan pelaksanaan Pembina Hu-

kuman pembaharuan dan: delfl— '

S. Beberapa  manfaat  penerapan
norma dan sangsi Perdata dalam
pelaksanaan Tugas Polri,

Beberapa manfaat dari penerapan
norma dan sangsi perdata dalam
pelaksanaan Tugas Polri, antara lain:

a. Manfaat - bag; hngkungan mtem
Polri. *

1) Memacu. dam mendorong kep a-
da setiap persomi dan Kesa-
“tuan Polri untuk man selalu

~ berbenzh diri dxdalam uszha

~“meningkatkan “ kémampuan,
sikap korektif dan tanggung
jawab di dalam pelaksanaan
tugas dan pﬁranannya o

Z)Mewujudkan dan meningkat-
kan . jiwa korsa . bagi sesama
anggota Polri, sehingga antara
mereka akan terjalin kebutuh-
an saimg koreksi dan saling
mengmgatkan didalam peiak~
sanaan tugas dan peranannya

3) Men;ngkatkan masa paiaal sara-
na dinas Polri yang dipercang-
gung jawabkan kepada setiap
anggota dan Kesatuan Polri
dalam pelaksanaan tugas dan
peranannya.

4)Menarik simpati masyarakat
didalam ikut berperan aktif
melaksanakan tugas dan peran
Polri, dan dsmung;{mi{a‘z juga
menarik minat masyarakar di
dalam upaya Polri untuk me-
menuhi dan meningkatkan ke-
butuhan personil dan serana
untuk melaksanakan tugas dan
peranannya.
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b. Manfaat bagi Negara dan masya-
rakat Indonesia.

1)Hal tersebut merupakan sara-
na pengendali dalam penggu-
naan kewenangan Kepolisian
- yang disandang oleh - setiap
petugas Polri, sehingga hal ter-
sebut dapat dijadikan salah
satu katup pengaman terjadi-
“nya "Police Coruption”.
Z)Dzharapkan akan didapatkan
suatu pelayanan vyang lebih
..baik terhadap jasa Polri dida-
lam memberikan perlindung-
an, pengayoman dan penegak-
an hukum terhadap masyara-
kat, karena dari para anggota
Polri dituntut untuk dapat be-
- kerja secara profesional.

3) Kepercayaan masyarakat ter-
hadap layanan Polri akan lebih
meningkat, dan dari hal terse-
but akan terjadi suasana saling
ketergantungan antara kedua
belah pihak yang didasari de-
ngan hak dan kewajiban yang
seimbang.

¢. Manfaat bagi pelaksanaan proses
Penegakan Hukum.

1) Proses penyelesaian konilik
yang ditimbulkan karena resi-
ko pelaksanaan tugas dari
anggota Polri akan relatif
mudah diselesaikan secara ce-
pat, murah dan tuntas, karena
kasus-kasus perkara tersebut
dapat diselesaikan dengan ti-
dak melalui birokrasi hukum
yang panjang dan menjemukan.
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2) Lembaga Peradilan yang me-
laksanakan proses penggabung-
an Perkara Perdata dalam Per-
kara Pidananya dalam proses
Peradilan suatu kasus Perkara
kejahatan dan atau pelanggar-
an yang disebabkan karena pe-
laksanaan tugas dan peran Pol-
ri, akan dinilai masyarakat se-
bagai lembaga Peradilan yang
mampu menyelesaikan perkara
secara tuntas, berwibawa, sertz
dirasakan sebagai pelindung
dan pengayom dari semua pi
hak yang bersengketa/berper-
kara,

Demikianlah beberapa - manfaat
yang diketemukan, namun yang ter- |
penting dari manfaat tersebut ada-
lah bahwa dengan pencrapan norma
dan sangsi perdata dalam pelaksa-
naan tugas dan peranan anggota
Polri, skan memberikan suatu ben-
tuk pengendalian diri yang lebih
melekat, efektif dan efisien didalam
penggunaan kewenangan Kepolisian
dan juga zkan meningkatkan rasa
tanggung jawab dari setiap anggota
Polri sehubungan pelaksanaan tugas
dan peranannya.

E. ARGUMENTASI

Sehubungan dengan pembahasan.
materi tersebut diatas, maka bersa-
ma ini disampaikan beberapa argu-

mentasi sebagai pelengkap yaitu 7

1. Bahwa dalam proses’ pémbinaan
dan pembaharnan Hukum, hen-
daknya para pihak yang berwe-
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nang selala dapat mengkaji per-
masalahan hukum yang dibutuh-
~ kan ‘oleh mayoritas masyarakat-
nya, sehingga dari realitasnya da-
 pat mengurangi bentuk-bentuk
kesenjangan sosial dalam kehi-
dupan masyarakat schubungan
dengan pelaksanaan tugas dari
Aparat Pemerintah/Negara.

Perlu disadari juga bahwa sebe-

narnya suatu proses hukum dita-

ta oleh Negara untuk memudah-
kan dan digunakan sebagai sarana

~ didalam -mencari langkah penye-

 lesaian suatu konflik dalam kehi-
dupan sosial masyarakat Negara,
schingga tidak terkecualij juga da-
lam tatanan proses hukum “pada
Peradilan Militer hendaknya da-
pat ditata dan diterapkan sesuai
dengan kepentingan pihak-pihak
yang bersangkutan schubungan
dengan usahanya mencari penye-
lesaian perkara secara adil, cepat
murzh dan tuntas.

.Perlu diperhatikan juga bahwa
- suatu sistim hukum yang berla-
ku didalam masyarakat, akan
- menjadikan hukum selalu dapat
berfungsi sebagai sarana penga-
tur, pelindung, pengayom, dan
pengendali atau penjaga keseim-
bangan dari berbagai kepentingan
subyek hukumnya, baik subyek
hukum yang berbentuk masyara-
kat, Negara, Organisasi, maupun
-~ manusia perorangan, yang menja-
= di pelaku maupun korban suatu
~ bentuk peristiwa hukum terten-
tu.
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Sehingga dalam proses penegakan
hukum di negara Indonesia, hen--

daknya tidak mengarah kepada.

bentuk ' Penegakan Hukum dan -
Peradilan Hukum yang bersifat
sebagai sarana represif dan puna-
tif saja, tetapi juga harus mampu -
berproses sebagai sarana yang.
bersifar Represif dan Punatif ter-

sebut, selanjutnya akan berkem-

bang menjadi sumber kerawanan

Kriminogen baru dalam kehldup-

an masyarakatnya,

3. Dalam realisasi peneraﬁéﬁ?&éi’rﬁé” |

dan sangsi Perdata pada pelaksa-
naan tugas Polri hendaknya tidak
disalah tafsitkan secara sempit
yaitu untuk maksud menambah
‘beban kewajiban dalam kehidup-
an dan pelaksanaan tugas anggota
Polri, namun hal tersebut hen-
daknya ditafsirkan’ secara luas
dan arief dimana upaya tersebut
diartikan sebagai suatu bentuk
bantuan Negara/Pemerintah ter-
hadap anggota Polri yang menda-
pat musibah menanggung resiko
dalam  pelaksanaan tugas dan
perannya, dimana mereka harus
berurusan dan berperkara dalam
suatu proses Hukum tertentu.

Bentuk bantuan dan keikutserta-
an Negara/Pemerintah dalam tang-
gung jawab anggota Polri yang men-
dapat musibah tersebut, diwujud-
kan dengan cara menyelesaikan
konflik tersebut secara tuntas dan
tidak berkepanjangan, dan dalam
hal ini juga beban kepada yang ber-
sangkutan dapat diupayakan menja-
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di hukuman relatif lebih ringan,
dapat terjangkau, dan dimungkin-
‘kan dapat dipenuhi, karena disam-
ping ikut menanggung beban terse-
but juga Negara/Pemerintah lebih
mengetzhui  kemampuan anggota
Polri yang bersangkutan untuk me-
menuhi beban sanksi yang. akan
dxkenakan kepadanya

(Engat proses Peradﬂan kasus per-
- kara perbuétan Asusils yang dilaku-
kan oleh beberapa anggota Polri
dari Polsek Metro Pasar Minggu se-
hubungan dengan pelaksanaan togas
dan peranannya, dimana dalam pro-
ses -peradilan dan penegakan Hu-
kumnya dirasakan mengada-ada,
bertele-tele/berkepanjangan,  dan
tidak menyelesaikan konflik masa-
Jahnya secara tuntas).

Karena disadari bahwa walaupun
mereka telah dinyatakan bersalab,
namun didalam kesalaban tersebur
ada keterkaitannya dengan pelaksa-
naan tugas Negara, schingga Negara/
Pemerintah wajib ikut serta mem-
bantu beban dan bertanggung jawab
pemenuhan sanksi hukuman terse-

but sesuai prosedur Hukum yang
berlaleu.

F.PENUTU?

Demikianlah kajian permasalahan
ini disampaikan dengan segala ke
terbatasan, sehingga pembahasan
mater] tersebut diatas akan lebih
sempurna dan berarti bila disertai
keikut sertaan para pembaca dida-

lam meneliti dan  menyempurna .

kannya lebih lanjut, disamping itu
juga perlu ditkuii denga,n realisasi
penerapannya sesuai perkembangan
kehldupan masyarakat baﬁgsa indo-
nesia,

Kiranya cukup scle:lan dan sehu-
bungan dengan keterbatasan daya
kemnampuan dan ketidaksempurna-
an kami sebagal manusia biasa kira-
nya segala kesalaban dan kekurang-
an didalam penyusunan tulisan i
mohon dapat dimaafkan,

ingat Tugas Polisi dalam masyara-
kat adalah :

* FIGHT CRIME.

KEEP THEM OUT OF JAIL.
LOVE HUMANITY.
HELP DELICQUENCY.

Motto :

W#OH W

* Kalau bukan sekarang
kapan lagi !

* Halau bukan kita
siapa lagi ?

[
<
b
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